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KATA  PENGANTAR 

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuniaNya, 

sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan 

Pelaksanaan Kegitan Tahun 2021. Laporan ini disusun 

berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor :  3111/SEK/OT.01.1/12/2021 tanggal 

13 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Tahun 2021. 

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan berperan aktif dalam penyelesaian laporan ini, namun demi 

kesempurnaan laporan ini, kami juga mengharapkan masukan-masukan 

yang konstruktif, agar ke depannya lebih baik lagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

engadilan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman, mempunyai tugas pokok  memeriksa, memutus, dan 

mengadili perkara, serta dalam melaksanakan tugasnya terlepas 

dari pengaruh Pemerintahan lainnya. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, Pengadilan Negeri Palangka Raya menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut : 

a)  Fungsi    Mengadili    [judicial   power),    yakni    

memeriksa    dan mengadili perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama. 

b) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Para Hakim, 

Panitera/Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, Panitera 

Muda, Kepala Sub Bagian, Panitera Pengganti, 

Jurusita/Jurusita Pengganti, serta seluruh Pegawai pada 

Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

c) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi 

umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk 

mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan 

administrasi peradilan.  

d) Fungsi Lainnya : 

a. Pelayanaan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian 

dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Rl Nomor KMA/004/SK/II/1991) 

b. Pelayanan pelaksanaan registrasi kuasa insidentill yang 

akan beracara di Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

P 
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Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya,  

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah bekerja dengan sungguh-

sungguh dan saling mendukung satu sama lain yang dilandasi 

dengan rasa tanggung jawab dan kebersamaan oleh seluruh bagian 

yang terkait,  baik dari Aparatur Teknis Yudisial maupun Non 

Teknis Yudisial yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri 

Palangka Raya. Sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi 

Pengadilan Negeri Palangka Raya dapat terwujud sesuai dengan 

yang dicita-citakan. 

B. VISI DAN MISI 

Visi Pengadilan   Negeri Palangka Raya   mengacu pada Visi 

Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu sebagai berikut : 

"Terwujudnya Pengadilan  Negeri  / Tipikor / Hubungan Industrial 

Palangka Raya Kelas I A Yang Agung". Sedangkan Misi Pengadilan 

Negeri Palangka Raya   adalah sebagai berikut :  

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri  / Tipikor / Hubungan 

Industrial Palangka Raya. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 

Pencari Keadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri  / 

Tipikor / Hubungan Industrial Negeri Palangka Raya. 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan 

Negeri / Tipikor / Hubungan Industrial Palangka Raya. 

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Palangka Raya 

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan 

tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis 

melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan 

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan 

untuk mencapai efektivas dan efesiensi.  
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Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas 

serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri 

Palangka Raya diselaraskan dengan arah kebijakan dan program 

Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan 

nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025, sebagai pedoman 

dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi 

pada tahun selanjutnya. 

Adapun Tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 

3) Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya 

memenuhi  butir 1 dan 2 di atas. 

Sedangkan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Pengadilan 

Negeri Palangka Raya, adalah sebagai berikut : 

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan 

Akuntabel. 

2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. 

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan 

Terpinggirkan. 

4) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Peradilan. 

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, 

Pengadilan Negeri Palangka Raya mencanangkan beberapa 

program. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Program Dukungan Manajemen 

Pada tahun 2021 kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program 

ini yaitu: 

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 

Urusan Administrasi yang terdiri dari Layanan Perkantoran 
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seperti Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan 

Kantor. 

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah 

Agung, berupa Pengadaan perangkat pengolah data dan 

komunikasi. 

2) Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum 

Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum merupakan program 

untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, 

tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap 

peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri 

Palangka Raya dalam pelaksanaan program ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan; 

b. Perkara Hukum Perseorangan, yang terdiri dari: 

- Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di 

wilayah Kalimantan Tengah; 

- Perkara Pidana Korupsi  yang diselesaikan di tingkat pertama 

di wilayah Kalimantan Tengah; 

- Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat 

pertama di wilayah Kalimantan Tengah; 
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BAB II 

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN 

PERKARA DAN AKREDITASI PENJAMINAN 

MUTU 
A. KEADAAN PERKARA 

Matrik keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 

pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

Perkara Sisa Perkara 

Tahun Lalu 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

Putus 

Sisa 

Perkara 

Pidana Biasa 39 474 467 46 

Pidana Singkat - - - - 

Pidana Cepat - 1 1 - 

Pidana Anak - 5 5 - 

Pidana Pra 

Peradilan 

- 12 12 - 

Perkara Lalu 

Lintas 

- 592 592 - 

Perdata Gugatan 84 238 248 74 

Perdata 

Permohonan 

3 101 99 5 

Perdata Gugatan 

Sederhana 

2 20 22 - 

PHI 5 14 17 2 

Perlawanan/ 

Bantahan 

- - - - 

TIPIKOR 18 47 36 29 

 

B. PENYELESAIAN PERKARA 

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2021 pada 

Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah sebagai berikut: 
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Perkara Jumlah sisa perkara 

tahun lalu 

Jumlah sisa 

perkara yang 

diputus 

Pidana Biasa 
 

39 46 

Pidana Singkat 
 

- - 

Pidana Cepat - - 

Pidana Anak - - 

Pidana Pra Peradilan - - 

Perkara Lalu Lintas - - 

Perdata Gugatan 84 74 

Perdata Permohonan 3 5 

Perdata Gugatan 

Sederhana 

2 - 

PHI 5 2 

Perlawanan/ 

Bantahan 

- - 

TIPIKOR 18 29 

 

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Negeri 

Palangka Raya adalah sebagai berikut: 

Perkara Jumlah 

perkara putus 

Perkara yang 

diputus tepat 

waktu 

Pidana Biasa 
 

467 467 

Pidana Singkat 
 

- - 

Pidana Cepat 1 1 

Pidana Anak 5 5 

Pidana Pra Peradilan 12 12 

Perkara Lalu Lintas 592 592 

Perdata Gugatan 248 248 

Perdata Permohonan 99 99 

Perdata Gugatan Sederhana 22 22 

PHI 17 17 

Perlawanan/Bantahan - - 

TIPIKOR 36 36 
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3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasasi dan PK  

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, 

Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah 

sebagai berikut: 

Perkara Jumlah Perkara 
yang tidak 

mengajukan 
Banding 

Jumlah Perkara 
yang tidak 

mengajukan 
Kasasi 

Jumlah 
Perkara yang 

tidak 
mengajukan 

PK 

Pidana 
Biasa 
 

451 452 466 

Pidana 
Anak 

5 5 5 

Perdata 

Gugatan 

199 211 243 

PHI 
 

- 11 - 

TIPIKOR 
 

29 31 34 

 

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi 

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Pengadilan 

Negeri Palangka Raya tahun 2021 adalah sebanyak 3 perkara 

dengan rincian sebagai berikut: 

No. Nomor Perkara Para Pihak Majelis Hakim 

1. No.20/Pdt.G/2021/

PN Plk 

(Berhasil dengan 

akta perdamaian) 

AMBU NAPTAMIS 

Lawan 

YEPTA DIHARJA 

HERU SETIYADI, S.H. M.H  

SYAMSUNI,S.H.,M.Kn 

ERHAMMUDIN, S.H., M.H. 

2. No.133/Pdt.G/2021

/PN Plk 

(Berhasil dengan 

akta perdamaian) 

Ir. YENI REZEKI 

Lawan 

PANTE KRIS 

UNTUNG 

ALFON, S.H., M.H.  

DONY HARDIYANTO, 

S.H,M.Hum 

ERNI KUSUMAWATI, S.H.,M.H 

3. No.148/Pdt.G/2021

/PN Plk 

(Berhasil dengan 

akta perdamaian) 

PURWADI  

Lawan 

INGE MAWARNY 

IRFANUL HAKIM, S.H.. 

DONY HARDIYANTO, 

S.H,M.Hum  

YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H 
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5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi  

Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi pada Pengadilan 

Negeri Palangka Raya tahun 2021 adalah :  

No. Nomor Perkara Nama Terdakwa Majelis Hakim 

1. - 

 

- - 

           

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO 

PENGADILAN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Posbakum ( satker yang mendapat alokasi dan Realisasi Anggaran) 

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang 

Bantuan Hukum,  Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum 

adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum 

secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima 

Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang 

tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang 

menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 

tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 

dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos 

Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa 

advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang 

disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

(Pasal 27). 

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, 

mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan 

hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, 

yang bertujuan untuk:  
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1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum 

untuk mendapatkan akses keadilan. 

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai 

dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. 

3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum 

dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara 

Indonesia. 

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisisen, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan 

hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa 

pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan 

Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela 

kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak 

mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya. 

Adapun jumlah alokasi dan realisasi anggaran untuk Pos 

Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 

2021 adalah sebagai berikut: 

Jumlah Alokasi Dana 

pada tahun 2021 

Realisasi Anggaran 

tahun 2021 

% Realisasi 

Anggaran 

Rp. 48.000.000 Rp. 48.000.000 100% 

 

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu 

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan 

di luar Gedung Pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat 

yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan 

karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Pelayanan Terpadu 

sidang keliling meliputi: 
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a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara 

terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri atau itsbat nikah oleh 

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan 

dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan 

kelahiran;  

b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Kantor Urusan Agama 

Kecamatan; dan  

c. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. 

Pada tahun 2021 tidak ada perkara yang menggunakan sidang 

keliling/ Pelayanan terpadu Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

3. Perkara Prodeo ( Pembebasan Biaya Perkara) 

Salah satu bentuk untuk memenuhi pelayanan kepada publik 

adalah dengan memberi Hak atas biaya perkara cuma-cuma 

(prodeo) yang didasari oleh SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang 

Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa prodeo adalah proses 

berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai 

negara melalui DIPA pengadilan. Yang berhak mengajukan 

gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) 

adalah masyarakat yang tidak mampu (miskin) secara ekonomis. 

Pada tahun 2021 pada DIPA Pengadilan Negeri Palangka Raya 

tidak ada alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan 

melalui pembebasan biaya perkara.  
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BAB III 

 
SUMBER DAYA MANUSIA 

 

Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Demikian 

pula dengan SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya 

yang merupakan salah satu instansi Pelayanan Publik maka kualitas dari 

Pelayanan amatlah penting, dibutuhkan dukungan SDM berkualitas yang 

menentukan keberhasilan dalam setiap pelayanan publik. Sumber Daya 

Manusia dalam hal kuantitas yang mendukung pelaksanaan Kinerja dan 

Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Palangka Raya terdiri atas SDM 

Teknis Yudisial dan SDM Non Teknis Yudisial dengan paparan sebagai 

berikut : 

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial terdiri dari : 

NO. JABATAN 
JENIS KELAMIN 

JMH PENDIDIKAN 
L P 

1. Hakim Karier termasuk Ketua/Wakil  11 1 12 S2=11/S3=1 

2. Hakim Adhoc Tipikor 1 1 2 S1=1/S2=2 

3. Hakim Adhoc PHI 2 1 3 S1=1/S2=2 

4. Panitera 1 - 1 S2=1 

6 Panitera  Muda 3 2 5 S1=5 

7 Panitera Pengganti 2 8 10 SMA=2/S1=10 

8 Jurusita 1 1 2 SMA=1/S1=1 

9. Jurusita Pengganti 1 1 2 S1=2 

10. Analis Perkara Peradilan - 1 1 S1=1 

11. Pengadministrasi Perkara 1 - 1 D3=1 

JUMLAH 23 16 39 
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Sumber Daya Manusia Non Teknis, terdiri dari : 

No. JABATAN 

JENIS 

KELAMIN JUMLAH PENDIDIKAN 

L P 

1. Sekretaris - 1 1 
S1=1 

 

2. Kepala Sub Bagian - 3 3 
S1=2/S2=1 

 

3. Analis SDM Aparatur 1 - 1 
S1=1 

 

4. Penyusun Laporan Keuangan - 1 1 
S1=1 

 

5 Bendahara - 1 1 
S2=1 

 

6 
Pengelola Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian 
- 1 1 D3=1 

7 Pengadministrasi Persuratan 1 - 1 
SMA=1 

 

JUMLAH 2 7 9  

Perbandingan Tenaga Teknis dan Non Teknis 

No. SATKER 

TENAGA 

JUMLAH TEKNIS NON 

TEKNIS 

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya  39 9 48 
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1 Zulkifli, S.H., M.H. 
Hakim PN. 

Palangka Raya 

Wakil Ketua PN 

Sungailiat 

8 

Januari 

2021 

2 
Dian Kurniawati, S.H., 

M.H. 

Hakim PN 

Palangka Raya 

Wakil Ketua PN 

Barabai 

27 

Januari 

2021 

3 
Evelyne Napitupulu, 

S.H., M.H. 

Hakim PN 

Palangka Raya 
Wakil Ketua PN Balige 

14 

Januari 

2021 

4 Jimmy Ray Ie, S.H. 
Hakim PN 

Palangka Raya 

Wakil Ketua PN 

Trenggalek 

18 

Januari 

2021 

5 Ruspeliati, S.H. 

Panmud Khusus 

PHI PN Palangka 

Raya 

Panitera PN Pulang 

Pisau 

9 

Agustus 

2021 

6 Bambang Sukino, S.H. 
Panmud Perdata 

PN Palangka Raya 
Panitera PN Buntok 

22 Juli 

2021 

7 Teguh Budiono, S.H. 
Panitera Pengganti 

PN Palangka Raya 

Panmud Perdat PN 

Sampit 

21 Juli 

2021 

8 
I Gusti Bagus Sandhi, 

S.H. 

Panitera Pengganti 

PN Palangka Raya 

Panmud Hukum PN 

Sampit 

21 Juli 

2021 

9 Ida Purwanti, S.H. 
Jurusita PN 

Palangka Raya 
Jurusita PN Malang 

12 Juli 

2021 

 



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
TAHUN 2021 

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Hal.  14 
 
 

Data Mutasi Masuk Tahun 2021 

NO N A M A 
JABATAN 

LAMA 

JABATAN 

BARU 
KETERANGAN 

1 
Totok Sapto Indrato, S.H., 

M.H. 

Ketua PN. 

Mungkid 

Wakil Ketua 

PN. Palangka 

Raya 

Dilantik tanggal 27 

Januari 2021 

2 Yudi Eka Putra, S.H., M.H. 
Hakim PN. 

Tulung Agung 

Hakim PN 

Palangka Raya 

Melaksanakan 

tugas 28 Februari 

2021 

3 
Erni Kusumawati, S.H., 

M.H. 

Hakim PN. 

Sukoharjo 

Hakim PN 

Palangka Raya 

Melaksanakan 

tugas 1 Juli 2021 

4 
Boxgie Agus Santoso, S.H., 

M.H 

Hakim PN. 

Sukoharjo 

Hakim PN 

Palangka Raya 

Melaksanakan 

tugas 8 Februari 

2021 

5 
Dony Hardiyanto, S.H., 

M.Hum. 

Hakim PN 

Pamekasan 

Hakim PN 

Palangka Raya 

Melaksanakan 

tugas 15 Februari 

2021 

6 Berly, S.E., S.H. 

Panmud 

Perdata PN 

Sampit 

Panmud 

Tipikor PN 

Palangka Raya 

Dilantik tanggal 23 

Juli 2021 

7 Jurmani, S.H. 

Panmud 

Perdata PN. 

P.Bun 

Panmud PHI 

PN. Palangka 

Raya 

Dilantik tanggal 10 

Agustus 2021 

8 Sopyani Devi, S.H. 

Panitera 

Pengganti PN. 

Sampit 

Panitera 

Pengganti PN. 

Palangka Raya 

Melaksanakan 

tugas 06 Januari 

2021 

 

Data Promosi Tahun 2021 

NO N A M A JABATAN LAMA JABATAN BARU KETERANGAN 

1 
Tiomina Simanjuntak, 

S.H. 

Panmud Pedata PN 

Palangka Raya 

Panitera Pengganti 

PT. Palangka Raya 

Belum 

terealisasi 

2 
Rabiatul Adawiyah, 

S.H. 

Panmud Pidana PN 

Palangka Raya 

Panitera Pengganti 

PT Palangka Raya 

Belum 

terealisasi 

3 
Siti Nor Asiah, S.H., 

M.H. 
Bendahara Panitera Pengganti 

Belum 

terealisasi 

4 Salundik, S.H. 
Analis Perkara 

Peradilan 
Jurusita Pengganti 

Sudah 

Terealisasi 
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Data Pensiun Tahun 2021  
 

NO 
NAMA PEGAWAI YANG 

PENSIUN 
JABATAN 

TMT 

PENSIUN 
KETERANGAN 

 N I H I L 

 

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 

NO N A M A JABATAN DIKLAT YANG DIIKUTI 

1 
I Gusti Bagus Sandhi, S.H 

Teguh Budiono, S.H 

Sopyani Devi, S.H 

Panitera Penggnati  Pelatihan PKP (Pelatihan 

Online Kepemimpinan 

Pengawas Gel. II 

Angkatan XXVI dan 

XXXVII 

2 Marliyani, S.E Kasub. Bag PTIP Pelatihan Online Basic 

User Interface Design 

Kelas 03 sd 05 

3 Mandes, S.Kom Analis SDM 

Aparatur 

Pelatihan Online English 

Effective Presentation 

Bagi Peserta PKA Gel.I 

Angkatan III sd V 

4 Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H Hakim Pelatihan Terpadu  

Sertifikasi Sistem 

Peradilan Anak (SPPA) 

5 Irfanul Hakim, S.H., M.H Hakim Pelatihan Sertifikasi  

Niaga Kepailitan dan 

PKPU bagi Hakim 

Lingkungan Peradilan 

Umum 

6 Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum Hakim Bpelatihan Sertifikasi 

Hakim Lingkungan 

Angkatan XIII 
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7 Irfanul Hakim Hakim Pelatihan Sertifikasi 

Niaga Bidang Hak 

Kekayaan Intelektual 

(HKI) 

8 Ika Murtianingsih, S.H Jurusita Pengganti Pelatihan Teknis Yudisial 

Jurusita/Jurusita 

Pengganti Lingkungan 

Operadilan Umum  

9 Paskatu Hardinata, S.H., M.H Ketua Bimtek Pembangunan ZI 

menuju WBK WWBM 

10 Ainun Zaryah, S.E Bendahara 

Penerima 

Kegiatan E Learning 

Bendahara Penerima 

Angkatan II Tahun 2021 

11 Amelia Sofia Nurlita, S.H 

Nanda Mario Fernandos, A., Md 

CPNS Sosialisasi Manjemen 

Kepegawaian  Dasar bagi 

Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) 

12 Ainun Zaryah, S.E 

Siti Nor Asiah, S.H., M.H 

Bedahara Penerima 

Bendahara 

Pengeluaran 

Penyelengaraan  

Microlerning Program 

Pendidikan 

Berkelanjutan (PPL) 

Bendahara  

13 Hj. Sri Widarti, S., Sos., S.H Sekretaris Kegiatan 

Edukasi/Himbauan 

tentang Pencegahan  

Pelanggaran  HAKI 

14 Marliyani, S.E 

Nova Iraini, S.E., Msi 

Ainun Zaryah, S.E 

Siti Nor Asiah, S.H., M.H 

Kasub.Bag.PTIP 

Kasub.Bag.UK 

Bend.Penerima 

Bend.Pengeluaran 

Pelaksanaan End User 

training (EUT) Sakti Full 

Module Satken Non 

Piloting 

15 Nova Iraini, S.E., Msi Kasub.Bag.UK Undangan Edukasi dan 

Sosialisasi Sukuk Negara 

Ritel Seri Srois  
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16 Efraim, S.H 

Nanda Mario Fernandos, A., Md 

Panmud Hukum 

Pengadministrasi 

Hukum 

Sosialisasi tentang 

Pengawasan, 

perlindungan dan 

pencegahan Bidang 

Kekayaan Intektual 

17 Harif Jauhari, S.H., M.H 

Tiomina Simanjuntak, S.H 

Efraim, S.H 

Linda, S.H 

Panitera 

Panitera Muda 

Perdata, Panitera 

Muda Hukum, 

Panitera Pengganti 

Bimtek Kepaniteraan di 

Wilayah Hukum 

Pengadilan tinggi 

Palangka Raya 
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BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN 

PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 
 
A. PENGELOLAAN KEUANGAN  

Terdapat 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 

Pengadilan Negeri Palangka Raya Tahun 2021, yaitu terdiri dari 

DIPA 03 (Dirjen Badan Peradilan Umum) yang telah di revisi 

sebanyak 3 (tiga) kali dan DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) 

yang telah di revisi sebanyak 7 (tujuh) kali.  

Adapun penyerapan realisasi anggaran pada DIPA 01 tahun 

2021 yaitu sebagai berikut : 

NO. PROGRAM PAGU (Rp) Realisasi 

Rp) 

Persetase 

(%) 

1. Program Dukungan Manajemen  11.226.481.000 10.817.054.717 96.35% 

 

  Sedangkan penyerapan realisasi anggaran pada DIPA 03 

tahun 2021 yaitu sebagai berikut : 

NO. PROGRAM PAGU (Rp) Realisasi 

Rp) 

Persetase 

(%) 

1. Program Peningkatan 

Manajemen Peradilan Umum  

287.130..000 255.521.855 89.99% 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

Pada tahun anggaran 2021 Pengadilan Negeri Palangka Raya  

mendapatkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana 

berupa Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar 

Rp. 310.000.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan teralisasi 

sebesar 100 % yang terdiri dari:  
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KODE URAIAN VOLUME HARGA 

SATUAN 

JUMLAH 

A PC Kepaniteraan 3 Unit 12.500.000 37.500.000 

B Mesin Antrian Sidang 1 Set 27.500.000 27.500.000 

C Ruang Sidang Online 1 Set 200.000.000 200.000.000 

D PC Kesekretariatan 3 Unit 15.000.000 45.000.000 

TOTAL 310.000.000 

 

Matrik sarana /prasarana pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 

Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: 

No. Sarana/Prasarana Kantor 

 

Jumlah Keterangan 

I Sarana/Prasarana Gedung   

1. Ruang Ketua 1  

2. Ruang Wakil Ketua 1  

3. Ruang Panitera 1  

4. Ruang Sekretaris 1  

5. Ruang Sidang 5 Ruang Sidang Elektronik = 2  

Ruang sidang umum = 2 

Ruang Sidang anak= 1 

6. Ruang Kepaniteraan 5  

7. Ruang Panitera Pengganti 1  

8. Ruang Tunggu Pers 1  

9. Ruang Tunggu Penasihat 

Hukum 

1  

10. Ruang Mediasi 1  

11. Ruang Pos Bakum 1  

12. Ruang Kesekretariatan 3  

13. Ruang Server/ IT 1  

14. Ruang Perpustakaan 1  
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15. Ruang Kesehatan 1  

16. Mushola 1  

17. Ruang Sidang Tipikor/ PHI 2 Ruang sidang elektronik = 1  

Ruang sidang umum = 1 

18. Ruang Pertemuan (Command 

Center) 

 

1  

19 Ruang Tamu Terbuka 2  

20. Ruang Pojok E-Court 1  

21. Ruang Inzage 1  

22.  Ruang Tunggu Anak 1  

23. Ruang Ramah Anak 1  

24. Ruang Teleconference 1  

25. Ruang Arsip 2  

26. Ruang Tahanan 3 Ruang Tahanan Wanita = 1, 

Ruang tahanan Anak 1, Ruang 

Tahanan Umum= 1 

27. Ruang Hakim 2  

 

No. Sarana/Prasarana Kantor 

 

Jumlah Keterangan 

II Sarana/Prasarana Fasilitas 

Perkantoran 

  

1 Server 4 Unit Dalam Kondisi Baik 

2 Router 1 Unit Dalam Kondisi Baik 

3 Switch Hub 1 Unit Dalam Kondisi Baik 

4 Netware Interface External 6 Unit Dalam Kondisi Baik 

5 Rak Server 1 Buah Dalam Kondisi Baik 

6 P.C unit 52 Unit Dalam Kondisi Baik 

7 Laptop 19 Unit Dalam Kondisi Baik 
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8 Peralatan Jaringan Lainnya 5 Buah Dalam Kondisi Baik 

9 Camera Digital 1 Unit Dalam Kondisi Baikca 

10 Monitor 3 Buah Dalam Kondisi Baik 

11 Printer 20 Unit Dalam Kondisi Baik 

12 CCTV 17 Unit Dalam Kondisi Baik 

13 Mesin Absensi 3 unit Dalam Kondisi Baik 

14 Sound System 1 Buah Dalam Kondisi Baik 

15 Uninterruptible Power Supply 

(UPS) 

12 Buah Dalam Kondisi Baik 

16 Pesawat Telephone 1 Buah Dalam Kondisi Baik 

17 Facsimile 1 Buah Dalam Kondisi Baik 

18 Internet 1 Buah Dalam Kondisi Baik 

19 Hardisk 2 Buah Dalam Kondisi Baik 

20 Speaker komputer 6 Buah Dalam Kondisi Baik 

21 Tape Recorder - Buah - 

22 CPU 1 Buah Dalam Kondisi Baik 

23 Genset 1 Dalam Kondisi Baik 

24 Mesin Ketik Manual - - 

25 Mesin Ketik Elektronik - - 

26 Lemari Besi/ Metal 10 Dalam Kondisi Baik 

27 Lemari Kayu 74 Dalam Kondisi Baik 

28 Rak Besi 43 Dalam Kondisi Baik 

29 Filiing Cabinet Besi 20 Dalam Kondisi Baik 

30 Brankas 3 Dalam Kondisi Baik 

31 Alat Pemotong Kertas 3 Dalam Kondisi Baik 

32 Meja Kerja Kayu 145 Dalam Kondisi Baik 

33 Kursi Besi/ Metal 197 Dalam Kondisi Baik 
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34 Kursi Kayu 105 Dalam Kondisi Baik 

35 Sice 17 Dalam Kondisi Baik 

36 Bangku Panjang Besi/ Metal 4 Dalam Kondisi Baik 

37 Bangku Panjang Kayu 16 Dalam Kondisi Baik 

38 Meja Rapat 6 Dalam Kondisi Baik 

39 Meja Komputer 4 Dalam Kondisi Baik 

40 AC Split 66 Dalam Kondisi Baik 

41 Buffet 3 Dalam Kondisi Baik 

42 LCD Projector/ Infocus 1 Dalam Kondisi Baik 

43 Kotak Surat 5 Dalam Kondisi Baik 

44 Papan Visual/ Papan Nama 29 Dalam Kondisi Baik 

45 Teralis 1 Dalam Kondisi Baik 

46 Perkakas Kantor Lainnya 4 Dalam Kondisi Baik 

47 Meja Resepsonis 2 Dalam Kondisi Baik 

48 Kursi Fiber Glas/ Plastik 72 Dalam Kondisi Baik 

49 Gantungan Jas 1 Dalam Kondisi Baik 

50 Jam Elektronik 7 Dalam Kondisi Baik 

51 Mesin Penghisap Debu/ 

Vacuum Cleaner 

1 Dalam Kondisi Baik 

52 Portable Air Conditioner (Alat 

Pendingin) 

8 Dalam Kondisi Baik 

53 Exhause Fan 3 Dalam Kondisi Baik 
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54 Treng Air/ Tandon Air 1 Dalam Kondisi Baik 

55 Televisi 7 Dalam Kondisi Baik 

56 Lambang Garuda Pancasila 5 Dalam Kondisi Baik 

57 Gambar Presiden/ Wakil 

Presiden 

1 Dalam Kondisi Baik 

58 Tiang Bendera 8 Dalam Kondisi Baik 

59 Dispenser 6 Dalam Kondisi Baik 

60 Palu Sidang 4 Dalam Kondisi Baik 

61 Lambang Instansi 2 Dalam Kondisi Baik 

62 Asbak Tinggi 6 Dalam Kondisi Baik 

63 Bingkai Foto 1 Dalam Kondisi Baik 

64 Audio Mixing Portable 3 Dalam Kondisi Baik 

65 Alat Studio Lainnya 1 Dalam Kondisi Baik 

66 Telephone ( PABX) 20 Dalam Kondisi Baik 

67 Charger 1 Dalam Kondisi Baik 

68 Kursi Roda 1 Dalam Kondisi Baik 

69 TV Monitor 1 Dalam Kondisi Baik 

70 Alat Pemadam Kebakaran 6 Dalam Kondisi Baik 

71 Alat Press Kertas 1 Dalam Kondisi Baik 

72 Tameng 5 Dalam Kondisi Baik 

73 Komputer Lainnya 1 Dalam Kondisi Baik 
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74 Peralatan Permainan Lainnya 1 Dalam Kondisi Baik 

75 Piala 25 Dalam Kondisi Baik 

76 Scanner (Peralatan Personal 

Komputer 

1 Dalam Kondisi Baik 

77 Digital Led Running Text 1 Dalam Kondisi Baik 

78 Camera Conference 2 Dalam Kondisi Baik 

79 Tablet PC 1 Dalam Kondisi Baik 

80 Mesin Barcode 1 Dalam Kondisi Baik 

81 Mesin Antrian 2 Dalam Kondisi Baik 

82 Loudspeaker 8 Dalam Kondisi Baik 

83 Microphone 14 Dalam Kondisi Baik 

84 Mic Conference 8 Dalam Kondisi Baik 

85 Gordyn 3 Dalam Kondisi Baik 
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Matrik  Kendaraan Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 

2021 yaitu sebagai berikut: 

No. Uraian Tahun 

perolehan 

Kondisi Ket 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

 

I Roda 4      

1. New Mazda Sedan 

 

2010 √    

2. Toyota Vios 

 

2006 √    

3. Toyota Kijang 

 

2001 √    

4. Toyota Innova E 

 

2006 √    

5. Toyota Innova G 

(Pinjam Pakai) 

2013 √    

II Roda 2      

6. Honda Mega Pro 2005 √    

7. Yamaha Jupiter 

MX 

2006 √    

8. Yamaha Jupiter 

MX 

2006 √    

9. Yamaha Jupiter Z 2005 √    

10. Yamaha Jupiter 

MX 

2007 √    

11. Honda GL Max 2003   √  

12. Honda GL Max 2003   √  
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Matrik  Rumah Dinas pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tahun 

2021 yaitu sebagai berikut: 

No. Uraian Jumlah Kondisi Ket 

Baik Rusak 
Ringan 

Rusak 
Berat 

 

I Rumah Dinas      
1. Rumah Dinas 

Ketua 

1 √    

2. Rumah Dinas 
Wakil Ketua 

1 √    

3. Rumah Dinas 
Hakim 

6 √  √ Baik = 5 
Rusak berat = 1 

(mengalami kebakaran) 
4. Rumah Dinas 

Panitera 

1  √   

5. Rumah Dinas 
Sekretaris 

-    Belum ada 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

1.   Implementasi e-court pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 

Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah satu dari satuan 

kerja yang ditunjuk sebagai pengadilan percontohan untuk e-

litigasi yang merupakan kelanjutan dari e-court. Pada tahun 2021 

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menerima 238 perkara 

perdata gugatan, 20 perkara perdata gugatan sederhana dan 101 

perkara perdata permohonan. 

 

Gambar Pojok E-Court Pengadilan Negeri Palangka Raya 
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2. Implementasi SIPP pada Pengadilan Negeri Palangka Raya 

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web untuk 

memberikan semua informasi perkara terkait proses penanganan 

perkara. Misalnya, pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi 

susunan majelis hakim, nomor perkara, jadwal persidangan, 

tanggal putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan 

dimanapun dengan mudah, cepat dan murah. Selain itu, aplikasi 

SIPP ini difungsikan pimpinan pengadilan memonitor kinerja hakim 

dan aparatur pengadilan, tertib administrasi sebagai media kerja 

yang efektif bagi internal pengadilan termasuk pengawasan media. 

SIPP Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Tahun 2021 

sudah menggunakan versi terbaru yakni versi 4.1.1. 
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BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

Pengadilan Negeri Palangka Raya telah mendapatkan 

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Dirjen Badilum dengan 

nilai A excellent. Pemberian nilai A Excellent kepada Pengadilan 

Negeri Palangka Raya adalah merupakan prestasi yang 

membanggakan bagi seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri 

Palangka Raya yang  tentunya raihan itu tidak datang begitu saja 

melainkan melalui sebuah proses kepemimpinan, kedisiplinan, 

kerjasama, serta kemauan untuk melakukan perubahan mendasar 

melalui reformasi birokrasi sehingga pelayanan publik semakin 

baik. 

  Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 

lingkungan peradilan Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah 

Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M.H. di Balikpapan pada 

Jumat, 13 Juli 2018 sekaligus Acara peluncuran aplikasi e-court 

serta Pembinaan Teknis Yudisial. 
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 Selanjutnya hari ini Kamis tanggal 26 Agustus 2021 

dilaksanakan Opening Meeting Asesmen Surveilan Akreditasi 

Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri Palangka Raya oleh Tim 

Akreditasi Penjamin Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Umum yang dipimpin  oleh Bapak YAYAT SUDRAJAT, 

S.H.,M.H.,M.M didampingi oleh Hakim Tinggi Palangka Raya 

SINARTA HENRY DUNANT SINURAYA, S.H., M.H beserta Tim 

Asesmen.  
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 Adapun Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ Tipikor/ 

Hubungan Industrial Palangka Raya Kelas I A Nomor : 

013/KPN/OT.01.3/SK/2/2021 Tanggal 08 Februari 2021 Tentang 

Perubahan Pembentukan Penunjukan Penyusunan Tim Perawatan 

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan 

Industrial Palangka Raya Kelas I A yaitu dengan susunan sebagai 

berikut: 

NO. NAMA HAKIM JABATAN KETERANGAN 

1. 

PASKATU HARDINATA, 

SH,.M.H 

Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Ketua Tim 

Perawatan 

Penjamin Mutu 

(PMPN) 

2. 
TOTOK SAPTO INDRATO, 

SH,.M.H 

Wakil Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Manager 

Representative (MR) 

3. 

HARIF JAUHARI, SH.,MH Panitera 

Membantu 

Manager 

Representative  

4. Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., SH 

Sekretaris 

Membantu 

Manager 

Representative 

5. BOXGIE AGUS SUSANTO, 

SH,.MH 

 

Hakim 
Koordinator Asesor 

Internal 

6. ALFON, SH,.MH 

 
Hakim Internal Asesor (IA) 

7. ETRI WIDAYATI, SH,.MH 

 
Hakim Internal Asesor (IA) 

8. IRFANUL HAKIM, SH.,MH 

 
Hakim Internal Asesor (IA) 

9. HERU SETIYADI, S.H.,M.H 

 
Hakim Internal Asesor (IA) 
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10. ERHAMMUDIN, SH,.MH 

 
Hakim Internal Asesor (IA) 

11. SYAMSUNI, S.H.,M.Kn 

 
Hakim Internal Asesor (IA) 

12. NITHANEL NAHSYUN 

NDAUMANU, S.H.,M.H 
Hakim Internal Asesor (IA) 

13. LELA YULIANTY, S.H.,M.H Hakim Adhoc 

PHI 
Internal Asesor (IA) 

14. ANUAR SAKTI SIREGAR, 

SH,.MH 

Hakim Adhoc 

Tipikor 
Internal Asesor (IA) 

15. 

EFRAIM, SH 
Panitera Muda 

Hukum 

Tim Survei 

Kepuasan 

Pelanggan 

16. Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., SH 

 
Sekretaris 

Document Control 

(DC) 

17. RUSSIANNA, SH 

MARLIYANI, SE 

NOVA IRAINI, S.E.,M.Si 

Para Kasub.Bag 
Anggota Document 

Control  

18. LAILA HAYATI, A.Md 
Pelaksana 

Anggota Dokumen 

Control 
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STRUKTUR ORGANISASI TIM (PMPN) PERAWATAN PENJAMINAN MUTU  

PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS 

I A 

            

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

INTERNAL ASESOR (IA) 

 

TIM SURVEI 

KEPUASAN 

PELANGGAN 

DOCUMENT 
CONTROL (DC) 

BOXGIE AGUS SUSANTO, SH,.MH 
 

1. NITHANEL N.N, 
S.H.,M.H 

2. Drs. NUR INSAN 

3. EFRAIM, SH 

4. JEJEN JAENI 
5. TIMOTIUS AGNI 

ANGGA K 

6. GUSTAV DENOVAN 

Hj. SRI WIDARTI, 
S.Sos., SH 

 ALFON, SH,.MH 
 

ETRI WIDAYATI, SH,.MH 
 

IRFANUL HAKIM, SH.,MH 

 

HERU SETIYADI, S.H.,M.H 

 

ERHAMMUDIN, SH,.MH 

 

SYAMSUNI, S.H.,M.Kn 

 

NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU, 

S.H.,M.H 

LELA YULIANTY, S.H.,M.H 

 

ANUAR SAKTI SIREGAR, SH,.MH 
 

 

 

 

KETUA TIM PERAWATAN PENJAMINAN 

MUTU  

PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA 
(PMPN) 

 

PASKATU HARDINATA, SH.,M.H 

 

JUMONGKAS .L. GAOL, SH,.MH 

 MANAGER REPRESENTATIVE 
(MR) 

MR : TOTOK SAPTO INDRATO, SH,.M.H 

 

Dibantu oleh:  
HARIF JAUHARI, SH.,MH 

Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., SH 
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B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tanggal 26 Februari 

2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri Bab I Pasal1 

disebutkan bahwa:  

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 

dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian 

produk pelayanan  pengadilan melalui satu pintu.  

2. Penyelenggara PTSP adalah Pengadilan Tinggidan Pengadilan 

Negeri. 

3. Pejabat Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah 

Panitera dan Sekretarissesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing. 

4. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka melayani kebutuhan yang diselenggarakan oleh 

pengadilan tinggi dan pengadilan negeri bagi masyarakat pencari 

keadilan sesuai dengan peraturan perundanganyang berlaku. 

5. Pidana yang dimaksud dalam keputusan ini adalah pidana 

umum dan pidana khusus. 

6. Perdata yang dimaksud dalam keputusan ini adalah perdata 

umum dan perdata khusus. 

 

PTSP bertujuan untuk: 

 Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, 

terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

 Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, 

kolusi, nepotisme. 
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Potret Pelayanan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebelum 

adanya PTSP: 

 

 

 

Loket perdata 

Loket Tipikor 
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Loket PHI 

Loket Pidana 
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Loket Hukum 

Meja Informasi dan 

Pengaduan 
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Peresmian PTSP Pengadilan Negeri Palangka Raya pada Bulan 

September 2018: 

Pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 telah 

dilaksanakan peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri  Se 

Kalimantan Tengah secara langsung oleh Direktur Jenderal Badan 

Peradilan  Umum, Bapak Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H., 

acara di pusatkan di Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan 

Industrial  Palangka Raya  Kelas IA yang beralamat di jalan 

Pangeran Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya. 
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Penampilan Baru PTSP pada Pengadilan Negeri Palangka Raya: 
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C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

Inovasi Pelayanan Publik yang ada di Pengadilan Negeri Palangka 

Raya yaitu sebagai berikut: 

1. APLIKASI SI-ELMO POSBAKUM (Sistem Informasi Elektronik 

Monitoring Pos bantuan Hukum) 

Penggagas Aplikasi SI-ELMO POSBAKUM adalah SITI NOR’ 

ASIAH, Pelaksana pada Pengadilan Negeri Palangka Raya. Adapun 

Manfaat dari tersedianya Aplikasi SI-ELMO POSBAKUM  adalah: 

a. Bagi Masyarakat 

 Meningkatkan Kualitas pelayanan terhadap masyarakat 

dengan memberikan kesempatan yang lebih luas mengenai 

layanan bantuan hukum sehingga bisa diakses lebih cepat, 

tepat, mudah dan tentunya lebih transparan; 

 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pelayanan khususnya posbakum pada Pengadilan Negeri 

Palangka Raya;5 

 Memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat 

pencari keadilan khususnya masyarakat yang kurang 

mampu agar mempunyai kesempatan yang sama dalam hal 

permohonan layanan bantuan hukum ; 

b. Bagi Institusi 

 Meningkatkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri 

Palangka Raya; 

 Mendukung percepatan reformasi birokrasi khususnya e-

government; 

 Meningkatkan kinerja dan manajemen organisasi melalui 

pemanfaatan teknologi informasi di Pengadilan Negeri 

Palangka Raya; 

 Efisiensi ,Efektivitas terhadap tempat, waktu, tenaga dan 

biaya karena serba elektronik; 
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 Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik menjadi semakin 

Prima; 

c. Bagi Pimpinan 

 Pimpinan dapat mewujudkan visi dan misi organisasi; 

 Memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap pelayanan posbakum di wilayah 

Pengadilan Negeri Palangka Raya; 

 Membantu percepatan pengambilan kebijakan bagi seorang 

pimpinan; 

d. Bagi Reformer 

 Meningkatkan Kemampuan Kepemimpinan dan Manajerial; 

 Menjadikan Peserta sebagai Agen Perubahan dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik; 

 Terwujudnya perubahan Mind set positif agar senantiasa 

berpikir kreatif dan mampu meningkatkan kinerja melalui 

pengembangan inovasi; 

 Mensederhanakan tugas reformer dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi sebagai Pengadministrasi Hukum; 

e. Bagi Pegawai 

 Meningkatkan kinerja pelayanan dengan tersedianya data 

yang cukup mengenai pengguna layanan bantuan hukum; 

 Memberikan kemudahan bagi bendahara pengeluaran 

sehingga pembayaran atas Jasa Layanan bantuan hukum 

bisa dilakukan tepat waktu tanpa harus menunggu laporan 

dari petugas piket posbakum; 

 Tersedianya data yang akurat, tepat dan real time terkait 

pengguna layanan bantuan hukum sehingga bisa 

digunakan untuk kepentingan yang penting lainnya. 
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Tampilan Halaman utama 

 

 

Tampilan Panduan Registrasi 
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Tampilan form Registrasi Pemohon/pengguna layanan  

 

Tampilan Data Pemohon 

 

Media Penyimpanan adalah website Pengadilan Negeri 

Palangka Raya dengan alamat link : http://pn-palangkaraya.go.id 

atau website si-elmo online di http://sielmo.online 

 

http://pn-palangkaraya.go.id/
http://sielmo.online/
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2. APLIKASI SIPERMA 

Aplikasi ini diperuntukan untuk reminder kegiatan 

pemeliharaan kendaraan dinas dan untuk penyimpanan 

dokumen softcopy dari sertifikat agar dapat memudahkan 

pencarian dokumen sertifikat. 
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3. AMANDOK 

Aplikasi ini dibuat untuk memberikan kemudahan kepada 

para pegawai terutama panitera pengganti dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya sehingga pekerjaan yang semula 

dilakukan secara manual dapat dilaksanakan secara efektif 

dan efisien dengan menggunakan sistem digital. Aplikasi ini 

bertujuan untuk menimalisir keterlambatan penyerahan 
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dokumen penetapan dari panitera pengganti kebagian 

kepaniteraan pidana. Penggas aplikasi ini adalah Ibu Sofyani 

Devi, SH Panitera Pegganti / staf kepaniteraan perdata. 

 

 

 



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
TAHUN 2021 

[PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA] Hal.  46 
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4. DATA BANK 

Aplikasi yang dibuat untuk memudahkan seluruh pegawai di 

Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mendapatkan data 

melalui aplikasi secara langsung dengan mengakses dibank 

data melalui link \\192.168.1.100\data. Aplikasi ini digagas 

oleh Bapak Yudi Eka Putra, S.H Hakim Pengadilan Negeri 

Palangka Raya. 
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5. APLIKASI JASINO (Jadwal Sidang dan Notifikasi) 

Aplikasi ini digunakan untuk mengetahui jawal sidang yang 

telah ditentukan/ didaftarkan oleh majelis hakim ketika 
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masyarakat/ pengguna pengadilan telah mendaftarkan perkara 

mereka, pada saat bersamaan ketika jadwal sidang 

sudah dimasukan/ditentukan waktunya, akan otomatis 

muncul pada display ruang tunggu sidang, sehingga akan 

memudahkan para pencari keadilan mengetahui jadwal sidang 

dan waktu tunggu yang diperlukan berdasarkan perkiraan 

yang telah ditetapkan pada saat penginputan waktu 

pelaksanaan sidang dan ruang sidang. Adapun aksesnya 

melalui http://192.168.1.3/jasino 

 

 

http://192.168.1.3/jasino
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6. MESIN ANTRIAN PTSP 

Adalah alat yang digunakan untuk antrian PTSP agar 

pelayanan dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan cara 

melayani secara berurutan sesuai dengan kedatangan 

pengunjung. 
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7. APLIKASI IKM DAN IPK 

Aplikasi yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan. 
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8. ANTRIAN SIDANG 

Adalah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan mendata 

dan memanggil para pihak yang hadir dan siap untuk 

disidangkan sesuai dengan antrian sidang. 

 

 

 

9. APLIKASI TERRAGUNO 

Antrian Sidang Pengadilan merupakan aplikasi untuk 

manajemen antrian sidang di Pengadilan. Antrian Sidang 

Pengadilan secara otomatis terkoneksi dengan aplikasi 

manajemen perkara SIPP (Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara) sehingga menampikan aplikasi antrian sidang secara 

otomatis dapat menampilkan jadwal sidang harian secara 

otomatis. Antrian Sidang Pengadilan tidak hanya menampilkan 

jadwal sidang secara otomatis, tetapi juga dapat memanggil 

panggilan persidangan dengan menyebutkan Nomor Perkara, 

Para Pihak, Agenda dan Jam Sidang secara otomatis 

dibunyikan saat ditekan tombol panggil. Antrian Sidang 

Pengadilan juga mampu menampilkan kehadiran pihak kepada 

Hakim dan Panitera Pengganti sehingga dapat diketahui, 
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apakah pihak sudah hadir atau belum sehingga bisa 

diputuskan jika sudah waktunya jatuh tempo jam sidang 

sesuai jadwal sidang di SIPP dapat dipanggil atau tidak dengan 

diambil keputusan oleh Majelis Hakim setelah mengetahui 

kehadiran pihak. Antrian Sidang Pengadilan juga dapat 

memberikan pemberitahuan persidangan kepada para pihak 1 

hari sebelum jatuh tempo hari sidang, atau secara otomatis 

dapat memberikan info kepada para pihak H-1 pengingat 

persidangan melalui pesan whatsapp. Antrian Sidang 

terintegrasi dengan asisten virtual dan mengirim pesan 

whatsapp secara otomatis untuk memberikan pemberitahuan 

persidangan dengan cara, para pihak harus bersedia atau 

langganan informasi persidangan pada aplikasi Antrian Sidang 

Pengadilan.  
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10.  APLIKASI E-BESUK 

Aplikasi e-besuk adalah aplikasi elektronik yang disediakan 

bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan untuk 

melakukan kunjungan kepada terdakwa yang berada dalam 

Rumah Tahanan negara atau Lembaga Pemasyarakatan 

berdasarkan penetapan majelis hakim. 
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11.  APLIKASI SIAP PADUKA 

Adalah Aplikasi akselerasi penetapan perbaikan akte 

kependudukan berdasarkan penetapan pengadilan. 

 

12. PENGADILAN INKLUSIF (PELAYANAN UNTUK 

DISABILITAS) 

Pengadilan Negeri Palangka Raya menuju pengadilan inklusif 

untuk penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan 

pemerintah nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang 

layak untuk penyandang disabiltas dalam proses peradilan. 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri 

Palangka Raya yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar Tempat duduk disabilitas   Gambar Antrian Khusus Disabilitas 
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Gambar parkir khusus Disabilitas      Gambar Kursi Roda Disabilitas 

 

Gambar Ruang Sidang Disabilitas 

  

Gambar Toilet Disabilitas 
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Fasilitas Huruf Braile Untuk Penyandang Disabilitas 
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BAB VI 

PENGAWASAN 

 

A. INTERNAL 

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan 

peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok 

manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang 

harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan rencana dan aturan yang berlaku. 

Adapun maksud, tujuan dan fungsi pengawasan berdasarkan 

surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/080/SK/VIII/2006  adalah sebagai berikut: 

1. Maksud Pengawasan 

a. Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis 

peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan 

tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, 

perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan. 

c.  Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi,  

dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan. 

d.  Untuk menilai kinerja. 

2. Tujuan Pengawasan 

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan 

yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan 

Mahkamah Agung atau pimpinan Pengadilan untuk menentukan 

kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan 

tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja 

pelayanan publik pengadilan. 
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3. Fungsi Pengawasan 

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai 

dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

b.  Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib 

sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik-baiknya. 

c.  Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para 

pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu 

penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang 

murah.  

Pada dasarnya pengawasan internal dibagi menjadi 2 (dua) 

jenis, yaitu: 

a.   Pengawasan Melekat 

  Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang 

bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan 

oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif 

dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut 

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana 

kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

  Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pengawasan melekat 

telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Negeri/Tipikor/ Hubungan Industrial Palangka Raya 

Kelas I A Nomor : 023/KPN/OT.01.2/SK/2/2021 Tanggal 24 

Februari 2021 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang 

Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan 

Negeri/Tipikor/ Hubungan Indusrial Palangka Raya Kelas I A 

yaitu sebagai berikut: 
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NO. NAMA HAKIM KETERANGAN 

1. TOTOK SAPTO INDRATO, 

SH.,M.H 

Koordinator Pengawas 

2. ETRI WIDAYATI, SH.,MH - Hakim Pengawas Bidang Pidana 

- Hakim Pengawas dan Pengamat 

Putusan Pidana yang sudah BHT 

3. HERU SETIADI, SH.,MH - Hakim Pengawas Bidang Perdata 

- Hakim Pengawas Bidang Telaah 

Eksekusi 

4. NITHANEL NAHSYUN 

NDAUMANU, SH 

Hakim Pengawas Bidang Hukum 

5. BOXGIE AGUS SANTOSO, 

SH.,MH 

Drs. NUR INSAN 

Hakim Pengawas Bidang PHI 

6. IRFANUL HAKIM, S.H.,M.H 

ANUAR SAKTI SIREGAR, 

S.H.,M.H 

Hakim Pengawas Bidang Tipikor 

7. SYAMSUNI, S.H.,M.H Hakim Pengawas Bidang Umum 

dan Keuangan 

8. DONI HARDIYANTO, 

SH.,M.Hum 

- Hakim pengawas bidang 

perencanaan, teknologi informasi 

dan pelaporan 

- Hakim Pengawas e-Court 

9. ERHAMMUDIN, SH.,MH Hakim Pengawas Bidang 

Kepegawaian, Organisasi Dan 

Tata Laksana 

10. ALFON, S.H.,M.H Hakim Pengawas Bidang PTSP 

dan E-Court 

11. YUDI EKA PUTERA, S.H.,M.H Hakim Pengawas Bidang SIPP 

  Hakim-hakim Pengawas Bidang tersebut secara periodik 

selama 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan hasil 
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pengawasan bidang masing-masing kepada Wakil Ketua 

Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

  Sedangkan pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Tinggi Palangka Raya kepada Pengadilan Negeri 

Palangka Raya dilakukan biasanya 2  (dua) kali dalam setahun. 

 b.  Pengawasan Fungsional 

  Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan 

oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk 

melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri 

yang diperuntukkan untuk  itu, yang dalam hal ini 

dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia.   

B. EVALUASI 

Evaluasi merupakan  suatu proses menilai sesuatu yang 

didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah di tetapkan, yang 

selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas objek yang 

dievaluasi.  

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya secara 

rutin melakukan evaluasi kinerja terhadap aparaturnya melalui 

brefing atau rapat bulanan yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. 

Rapat bulanan selain untuk evaluasi kinerja, juga difungsikan sebagai 

wadah untuk membahas segala hambatan dalam pelaksanaan tugas 

serta juga bertujuan untuk membangun kebersamaan antar keluarga 

besar Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

Dari Evaluasi Pengawasan tersebut nantinya dapat dirumuskan 

solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala 

dan hambatan yang ada. Sehingga pekerjaan dapat dikerjakan tepat 

waktu, tertib dan lancar sesuai dengan hasil yang diharapkan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Pengadilan Tingkat 

Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan Visi 

dan Misi yang telah di tetapkan guna memberikan peningkatan 

pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan.  

2. Sangat disadari bahwa peningkatan kualitas pelayanan peradilan 

tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak 

masyarakat pencari keadilan, namun setidaknya upaya ini 

merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan 

oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Palangka Raya. 

3. Menganalisis Kinerja Pengadilan Negeri Palangka Raya merupakan 

suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja 

Pengadilan Negeri Palangka Raya dari masa ke masa sehingga dapat 

memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber 

informasi dalam pengambilan keputusan dalam peningkatan 

kinerja. 

4. Bagi Pengadilan Negeri Palangka Raya, Laporan Pelaksanaan 

Kegiatan  2021 ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi pada 

masa-masa mendatang. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan baik Teknis maupun Non 

Teknis agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan 

dengan lancar dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada masyarakat.  
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2. Perlu peningkatan sarana dan prasarana serta keterampilan 

Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pencapaian target 

pelayanan publik yang prima dan berbasis IT (Informasi Teknologi). 

3. Perlu adanya penambahan personil pada Pengadilan Negeri 

Palangka Raya, baik itu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, 

maupun staf mengingat Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat 

ini masih terbatas. 
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LAMPIRAN: 

PENCAPAIAN PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA DI TAHUN 

2021: 

1. Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 
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2. Pengadilan Terbaik Peringkat IX dalam Pelaksanaan Mediasi pada 

Kategori Peradilan Umum Kelas I A 
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3. Piagam Apresiasi atas Inisiatifnya dalam mendorong Peradilan 

Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas sebagai Upaya Mewujudkan 

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 

 

 


